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RINGKASAN 

 

Kontrak  merupakan  instrumen  terpenting  dalam  perubahan  ekonomi yang 

berawal dari suatu  tujuan  terjadinya pergeseran  harta-kekayaan  secara  adil  dan  

memunculkan  akibat  hukum secara adil, kontrak juga merupakan salah satu 

alternatif yang digunakan pebisnis  untuk  menjamin  suatu  kepastian  dalam  segi  

aspek  hukum,  baik  antara  B2B  (Business to Business) maupun B2C (Business to 

Customer). Kontrak terjadi dalam setiap sudut  kegiatan manusia,  baik  secara  

disadari  maupun  tidak, mulai  dari  zaman  dahulu  yang  menggunakan sistem 

barter, hingga kini yang menggunakan mata uang digital. Tujuan dibuatnya kontrak 

ialah "memaksakan" suatu janji dan melindungi harapan yang muncul oleh 

sebabnya, mencegah pengayaan yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar, 

menghindarkan  dari  keadaan-keadaan yang  membahayakan,  serta  mencapai  

keseimbangan antara  kepentingan  diri  dan  kepentingan  terkait  dari  pihak  lawan. 

 

Seperti umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, e-

commerce pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (standard contract). 

Klausula baku selalu dibuat oleh yang pihak yang memiliki kedudukan yang lebih 

kuat, yang dalam konteks transaksi jual beli ada pada pelaku usaha. Klausula baku 

tidak jarang selalu merugikan pihak lawan karena perjanjian tersebut semata mata 

dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait klausula baku yang 

dilarang dicantumkan pada suatu perjanjian, meskipun sudah dilarang tapi nyatanya 

masih ada yang mencantumkan klausula baku yang dilarang seperti pengalihan 

tanggung jawab oleh pelaku usaha. 

Keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak komersil, dapat dilihat dari 

proses negosiasi (pra kontrak) diantara para pihak. Negosiasi bertujuan untuk 

menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu 

yang diinginkan melalui proses tawar menawar. Jika para pihak sepakat tentang apa 

yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka kesepakatan tersebut 

dituangkan dalam sebuah naskah kontraktual. Sebaliknya jika pihak tidak sepakat 

pada isi perjanjian, maka perjanjian tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu dalam 

kontrak komersial. Keberadaan asas keseimbangan dalam berkontrak eksistensinya 

cukup kuat, karena jika isi kontrak tidak seimbang atau berat sebelah, maka lawan 

kontrak tidak akan pernah mau menerima klausul-klausul perjanjian. Asas 

keseimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan 

perjanjian. 



 

Menurut penelitian, Konsumen dan pelaku usaha sama-sama mempunyai hak dan 

kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, tetapi pada transaksi elektronik masih terdapat kontrak 

elektronik yang mana mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pencantuman 

klausula baku tersebut pada kontrak elektronik menandakan bahwa pelaku usaha 

ataupun penyelenggara sistem elektronik masih tidak mematuhi aturan terkait 

pencantuman baku. Maka dari itu asas keseimbangan dengan adanya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen bekerja untuk menyeimbangkan keadaan yang 

tidak seimbang. Penggunaan klausula baku pada perjanjian digunakan untuk 

mempermudah proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dan tetap 

memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata. Pencantuman klausula baku yang 

dilarang apabila konsumen tidak mempermasalahkan maka para pihak wajib 

mematuhi apa yang telah mereka sepakati, apabila konsumen tidak terima dengan 

klausula baku tersebut maka dengan asas keseimbangan dan iktikad baik 

memungkinkan perjanjian tersebut untuk dapat dilakukan negosiasi ulang sehingga 

tidak terjadi pengayaan diri dengan tidak adil yang menyebabkan timbulnya 

keadaan tidak seimbang, sehingga hak konsumen dan hak pelaku usaha terjamin 

keseimbanganya. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci   :   Asas Keseimbangan, Konsumen, Transaksi Elektronik. 

Konsumen selalu dalam posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, 

Mengingat hal tersebut maka, perlindungan terhadap konsumen merupakan hal 

yang sangat penting bagi setiap masyarakat di kalangan manapun. Seperti 

umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, e-commerce 

pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (standard contract). Klausula baku 

selalu dibuat oleh yang pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, yang 

dalam konteks transaksi jual beli ada pada pelaku usaha.  

Klausula baku tidak jarang selalu merugikan pihak lawan karena perjanjian tersebut 

semata mata dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait klausula baku 

yang dilarang dicantumkan pada suatu perjanjian, meskipun sudah dilarang tapi 

nyatanya masih ada yang mencantumkan klausula baku yang dilarang seperti 

pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. 

Pencantuman klausula baku tersebut pada kontrak elektronik menandakan bahwa 

pelaku usaha ataupun penyelenggara sistem elektronik masih tidak mematuhi 

aturan terkait pencantuman baku, maka dari itu asas keseimbangan dengan adanya 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bekerja untuk menyeimbangkan keadaan 

yang tidak seimbang dan apabila konsumen tidak terima dengan klausula baku 

tersebut maka dengan asas keseimbangan dan iktikad baik memungkinkan 

perjanjian tersebut untuk dapat dilakukan negosiasi ulang sehingga tidak terjadi 

pengayaan diri dengan tidak adil yang menyebabkan timbulnya keadaan tidak 

seimbang, sehingga hak konsumen dan hak pelaku usaha terjamin keseimbanganya. 
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ABSTRACT 

Keywords: Consumer, Electronic Transactions, Principle Of Balance. 

Consumers are always in a weak position compared to business actors. Bearing 

this in mind, consumer protection is very important for every society in any circle. 

As is generally found in conventional transactions, e-commerce also recognizes the 

use of standard clauses (standard contracts). Standard clauses are always made by 

parties who have a stronger position, which in the context of buying and selling 

transactions is with the business actor. 

It is not uncommon for standard clauses to always be detrimental to the opposing 

party because the agreement is made unilaterally by the business actor. Law 

Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has regulated standard clauses 

that are prohibited from being included in an agreement. Even though they are 

prohibited, in fact there are still those that include standard clauses that are 

prohibited, such as transfer of responsibility by business actors. 

The inclusion of standard clauses in electronic contracts indicates that business 

actors or electronic system operators still do not comply with the rules regarding 

the inclusion of standard clauses, therefore the principle of balance with the 

Consumer Protection Law works to balance the unbalanced situation and if 

consumers do not accept the standard clauses Therefore, with the principle of 

balance and good faith, it is possible for the agreement to be renegotiated so that 

unfair self-enrichment does not occur which causes an unbalanced situation to 

arise, so that the rights of consumers and the rights of business actors are 

guaranteed to be in balance. 
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